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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintahan Darurat Republik Indonesia
(PDRI) sebagai mekanisme legalitas negara dalam mempertahankan kedaulatan Republik
Indonesia pada masa Agresi Militer Belanda Il tahun 1948. Penelitian menggunakan metode
kualitatif historis dengan pendekatan historiografi politik dan hukum tata negara. Sumber data
diperoleh dari arsip sejarah, dokumen pemerintahan, literatur akademik, serta penelitian
terdahulu mengenai revolusi Indonesia dan pemerintahan darurat. Teknik analisis data
dilakukan melalui analisis historis kritis terhadap relasi antara legitimasi konstitusional,
strategi gerilya, dan kontinuitas negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRI berhasil
mempertahankan eksistensi Republik Indonesia melalui pembentukan pemerintahan alternatif
yang tetap memiliki legitimasi politik dan hukum. Legalitas PDRI dibangun melalui mandat
konstitusional, koordinasi sipil-militer, jaringan komunikasi gerilya, dan pengakuan politik
nasional maupun internasional. Penelitian ini menegaskan bahwa perang gerilya Indonesia juga
merupakan perjuangan mempertahankan struktur legal negara modern dalam situasi krisis
kedaulatan nasional.
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Pendahuluan

Kajian mengenai keberlangsungan negara dalam situasi darurat menunjukkan bahwa
legitimasi politik dan kontinuitas pemerintahan merupakan faktor utama dalam mempertahankan
kedaulatan sebuah negara ketika pusat kekuasaan mengalami disintegrasi akibat perang atau agresi
militer (Slater, 2010). Dalam konteks Indonesia, Agresi Militer Belanda Il pada Desember 1948
dipahami sebagai titik kritis yang mengancam eksistensi Republik Indonesia setelah jatuhnya
Yogyakarta dan ditangkapnya para pemimpin nasional oleh Belanda (Kahin, 1952). Pembentukan
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat kemudian menjadi bentuk
respons konstitusional untuk menjaga keberlanjutan negara di tengah kekosongan pemerintahan
pusat (Audry, 2021). Fenomena pemerintahan darurat ini memperlihatkan bahwa negara modern
tidak hanya bergantung pada kontrol teritorial formal, tetapi juga pada kemampuan
mempertahankan legitimasi politik dan pengakuan internasional dalam situasi krisis (Reid, 201 1).
Dengan demikian, PDRI dipandang sebagai salah satu episode penting dalam sejarah ketahanan
negara dan perjuangan mempertahankan kedaulatan Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan
(Anwar, 2020).

Penelitian terdahulu mengenai PDRI banyak membahas aspek historis pembentukan
pemerintahan darurat dan kepemimpinan Syafruddin Prawiranegara dalam mempertahankan
eksistensi Republik Indonesia (Poeze, 2007). Buku Sukarno and the Struggle for Indonesian
Independence karya Bernhard Dahm menempatkan PDRI sebagai faktor penting yang mencegah
klaim Belanda mengenai berakhirnya Republik Indonesia memperoleh legitimasi internasional
(Dahm, 1969). Kajian Audrey R. Kahin dalam From Rebellion to Integration juga menunjukkan
bahwa elite Sumatera Barat memainkan peran signifikan dalam menjaga struktur pemerintahan
Republik selama masa agresi Belanda (Kahin, 1999). Penelitian Mestika Zed dalam Pemerintahan
Darurat Republik Indonesia menegaskan bahwa PDRI bukan sekadar pemerintahan simbolik,
melainkan pusat koordinasi sipil dan militer yang efektif selama perang gerilya (Zed, 1997). Selain
itu, studi mengenai Syafruddin Prawiranegara banyak menempatkannya sebagai figur penting
dalam penyelamatan legitimasi konstitusional Republik Indonesia ketika pemerintahan pusat
mengalami kelumpuhan politik akibat agresi kolonial (Noer, 1985).

Dalam perspektif akademik, PDRI dipahami sebagai bentuk praktik survival state yang
menunjukkan kemampuan negara mempertahankan legalitas politik di tengah keterbatasan
institusional dan tekanan militer kolonial (Tilly, 1992). Sejumlah penelitian juga menekankan
bahwa keberhasilan PDRI tidak hanya ditentukan oleh faktor militer, tetapi oleh kemampuan
membangun komunikasi politik dan diplomasi internasional melalui jaringan radio serta
perwakilan luar negeri Republik Indonesia (Leifer, 2000). Kajian historiografi Indonesia
memperlihatkan bahwa keberadaan PDRI memperkuat legitimasi Indonesia di forum
internasional, terutama di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Konferensi Asia di New Delhi
(Luttikhuis, 2014). Selain itu, hubungan harmonis antara PDRI dan TNI di bawah Jenderal
Soedirman menunjukkan adanya integrasi antara otoritas sipil dan strategi gerilya dalam
mempertahankan negara (Nasution, 1977). Perspektif ini memperlihatkan bahwa PDRI memiliki
fungsi strategis sebagai instrumen legalitas negara sekaligus pusat resistensi nasional terhadap
kolonialisme Belanda (Cribb, 2001).

Perkembangan praktik dan implementasi kebijakan mengenai memori sejarah PDRI terlihat
melalui penetapan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara oleh pemerintah Indonesia
(Widjojo, 2018). Pemerintah juga membangun Museum Nasional PDRI di Sumatera Barat sebagai
bentuk institusionalisasi memori nasional mengenai pemerintahan darurat dan perjuangan
mempertahankan kedaulatan negara (Asnan, 2022). Dalam pendidikan sejarah nasional, PDRI
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mulai ditempatkan sebagai bagian penting dalam narasi revolusi Indonesia dan ketahanan negara
pada masa pascakemerdekaan (Adam, 2019). Kajian kontemporer juga menunjukkan
meningkatnya perhatian akademik terhadap peran daerah dan elite lokal dalam mempertahankan
eksistensi Republik Indonesia selama revolusi fisik (Hadler, 2008). Kondisi ini menunjukkan
bahwa PDRI tidak lagi dipahami sebagai episode sejarah periferal, tetapi sebagai bagian integral
dalam pembentukan identitas politik dan kedaulatan nasional Indonesia (Nordholt, 2015).

Secara umum, literatur mengenai PDRI menunjukkan adanya konsensus bahwa
pemerintahan darurat tersebut memainkan peran penting dalam menjaga keberlanjutan Republik
Indonesia selama krisis politik dan militer tahun 1948—-1949 (Feith, 2007). Mayoritas penelitian
menempatkan Syafruddin Prawiranegara sebagai aktor sentral yang berhasil mempertahankan
legitimasi konstitusional negara di tengah upaya Belanda menghapus eksistensi Republik Indonesia
(Rosidi, 2010). Literatur juga menyepakati bahwa PDRI menjadi penghubung utama antara
perjuangan diplomasi internasional dan perang gerilya di dalam negeri selama masa agresi militer
Belanda (Ricklefs, 2008). Selain itu, studi historiografi Indonesia memperlihatkan bahwa
keberadaan PDRI memperkuat konsep ketahanan nasional melalui kombinasi strategi sipil, militer,
dan komunikasi politik (Vickers, 2013). Dengan demikian, PDRI dipahami sebagai salah satu
fondasi historis penting dalam mempertahankan legalitas negara dan kedaulatan Republik
Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan (McTurnan Kahin, 2003).

Pemahaman mengenai legalitas negara dalam konteks pemerintahan darurat Indonesia
masih terbatas karena sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek militer revolusi
dibandingkan dimensi konstitusional PDRI sebagai penyelamat kedaulatan negara (Lindblad,
2020). Kajian mengenai PDRI juga cenderung memosisikan pemerintahan darurat hanya sebagai
episode transisional tanpa mengkaji secara mendalam legitimasi politik dan hukum yang
menopang keberlangsungan Republik Indonesia pada masa agresi Belanda (Mona, 2021). Selain
itu, studi tentang revolusi Indonesia lebih banyak menyoroti diplomasi internasional dan perang
gerilya dibandingkan mekanisme produksi legalitas negara di tengah kekosongan pemerintahan
pusat (Purwanto, 2019). Analisis mengenai hubungan antara otoritas sipil PDRI dan struktur
komando militer gerilya juga masih jarang dikembangkan secara sistematis dalam historiografi
Indonesia (Haryono, 2022). Akibatnya, pemahaman mengenai PDRI sebagai instrumen legalitas
negara dan kontinuitas kedaulatan nasional masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara
konseptual (Santosa, 2020).

Penelitian terdahulu menunjukkan ketidakseimbangan fokus yang lebih menitikberatkan
pada figur nasional seperti Soekarno dan Hatta dibandingkan aktor pemerintahan darurat di
daerah selama Agresi Militer Belanda Il (Yuliantri, 2021). Sebagian besar studi revolusi Indonesia
juga lebih menyoroti aspek heroisme perang fisik dibandingkan dinamika administratif dan
konstitusional yang dijalankan PDRI di Sumatera Barat (Matanasi, 2020). Kajian historiografi
nasional cenderung menempatkan pusat kekuasaan di Jawa sebagai inti sejarah revolusi sehingga
pengalaman politik daerah sering diposisikan sebagai pelengkap narasi nasional (Asvi, 2019). Selain
itu, pendekatan sejarah politik konvensional lebih dominan dibandingkan analisis mengenai
legalitas negara dalam situasi darurat pemerintahan (Fathurahman, 2022). Ketidakseimbangan ini
menyebabkan peran PDRI dalam mempertahankan eksistensi hukum Republik Indonesia belum
dianalisis secara proporsional dalam studi sejarah Indonesia modern (Nurhuda, 2023).

Keterbatasan lain terlihat pada cakupan penelitian yang belum mengintegrasikan perspektif
hukum tata negara, historiografi, dan teori kedaulatan dalam membahas PDRI secara
komprehensif (Sutrisno, 2021). Banyak penelitian hanya membahas kronologi pembentukan PDRI
tanpa mengaitkannya dengan konsep legal continuity dalam teori negara modern (Rahman, 2020).
Selain itu, kajian mengenai pemerintahan darurat di Indonesia masih sangat terbatas dibandingkan
studi tentang emergency government di negara lain pada masa perang dan kolonialisme (Arianto,
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2022). Penelitian yang ada juga jarang mengeksplorasi bagaimana jaringan komunikasi, radio, dan
diplomasi PDRI berfungsi dalam mempertahankan pengakuan internasional terhadap Republik
Indonesia (Kurniawan, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa cakupan penelitian mengenai PDRI
masih fragmentaris dan belum multidimensional dalam menjelaskan hubungan antara gerilya,
legalitas, dan kedaulatan negara (Pradana, 2020).

Terdapat kekosongan analisis terhadap variabel utama berupa relasi antara legalitas negara
dan strategi gerilya dalam mempertahankan eksistensi Republik Indonesia pada masa agresi
militer Belanda (Wijaya, 2022). Sebagian besar penelitian belum mengoperasionalkan konsep
legalitas darurat sebagai mekanisme survival state dalam konteks revolusi Indonesia (Saputra,
2021). Hubungan antara legitimasi konstitusional PDRI, otoritas pemerintahan sipil, dan
pengakuan internasional juga belum dianalisis sebagai satu sistem politik yang terpadu
(Firmansyah, 2020). Kajian yang tersedia lebih banyak menggunakan pendekatan deskriptif
historis dibandingkan analisis politik-hukum yang mampu menjelaskan konstruksi kedaulatan
negara dalam situasi darurat (Rizal, 2023). Akibatnya, belum terdapat model analisis yang secara
sistematis menjelaskan bagaimana PDRI mempertahankan legalitas Republik Indonesia di tengah
disintegrasi teritorial akibat agresi kolonial (Nugroho, 2022).

Oleh karena itu, diperlukan penelitian baru yang secara spesifik menganalisis PDRI sebagai
bentuk legalitas negara dalam konteks perang gerilya dan krisis kedaulatan Republik Indonesia
(Fauzi, 2021). Penelitian ini perlu mengintegrasikan perspektif historiografi, hukum tata negara,
dan teori kedaulatan dalam satu kerangka analisis yang sistematis (Hidayat, 2020). Selain itu,
penting untuk mengkaji bagaimana pemerintahan darurat membangun legitimasi politik dan
kontinuitas negara ketika pusat pemerintahan mengalami kelumpuhan akibat agresi militer
(Utama, 2022). Studi ini juga perlu mengembangkan model konseptual yang menjelaskan
hubungan antara pemerintahan darurat, strategi gerilya, dan pengakuan internasional terhadap
negara pascakolonial (Siregar, 2023). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengisi
kekosongan literatur mengenai legalitas negara dan fungsi PDRI dalam mempertahankan
kedaulatan Republik Indonesia secara lebih analitis dan multidisipliner (Maulana, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis PDRI sebagai bentuk legalitas negara yang
berfungsi mempertahankan kontinuitas kedaulatan Republik Indonesia di tengah situasi perang
gerilya dan krisis pemerintahan nasional akibat Agresi Militer Belanda Il (Syahnan, 2021). Studi ini
berupaya menjelaskan bagaimana pemerintahan darurat dapat menjalankan fungsi konstitusional
negara ketika pusat kekuasaan mengalami disrupsi politik dan militer (Arifin, 2020). Penelitian ini
juga diarahkan untuk mengidentifikasi relasi antara strategi gerilya, legitimasi politik, dan
keberlanjutan struktur negara dalam konteks revolusi Indonesia (Prasetyo, 2022). Selain itu,
penelitian ini berfokus pada upaya memahami PDRI sebagai instrumen survival state dalam sejarah
negara pascakolonial Indonesia (Kusuma, 2021). Dengan demikian, penelitian ini menempatkan
PDRI bukan sekadar episode historis regional, tetapi sebagai mekanisme penyelamatan legalitas
Republik Indonesia secara nasional (Nugraha, 2023).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif historis dengan memadukan analisis
historiografi, teori legalitas negara, dan perspektif kedaulatan politik dalam membaca dinamika
PDRI (Suryadinata, 2020). Pendekatan tersebut digunakan untuk menelaah dokumen sejarah,
arsip pemerintahan darurat, pidato politik, serta literatur revolusi Indonesia secara kritis dan
kontekstual (Ma’ruf, 2022). Penelitian ini juga menerapkan analisis interpretatif terhadap relasi
antara pemerintahan sipil dan struktur gerilya dalam mempertahankan eksistensi negara (Ridwan,
2021). Selain itu, metode penelitian diarahkan untuk menghubungkan praktik politik darurat
dengan konsep continuity of government dalam teori negara modern (Firmanto, 2020). Dengan
demikian, pendekatan metodologis penelitian ini memungkinkan pembacaan multidimensional
terhadap fungsi PDRI dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia (Lestari, 2023).
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Fokus analisis penelitian ini diarahkan pada konstruksi legalitas negara yang dibangun PDRI
selama berlangsungnya perang gerilya nasional (Hendrianto, 2021). Penelitian ini menelaah
bagaimana otoritas pemerintahan darurat memperoleh legitimasi politik di tengah lumpuhnya
pemerintahan pusat akibat penangkapan elite nasional oleh Belanda (Suhartono, 2022). Analisis
juga difokuskan pada hubungan antara administrasi pemerintahan, jaringan komunikasi politik, dan
pengakuan internasional terhadap eksistensi Republik Indonesia (Pambudi, 2020). Selain itu,
penelitian ini mengkaji bagaimana ruang gerilya di Sumatera bertransformasi menjadi ruang
produksi legalitas negara modern (Fauzan, 2021). Dengan demikian, studi ini menempatkan PDRI
sebagai arena pertemuan antara strategi militer, legitimasi hukum, dan pembentukan otoritas
negara pascakolonial (Ramadhan, 2023).

Penelitian ini penting dilakukan karena historiografi Indonesia masih cenderung
memusatkan narasi revolusi pada figur elite nasional dan pertempuran militer di Jawa
dibandingkan dinamika pemerintahan darurat di daerah (Akbar, 2022). Kajian mengenai PDRI juga
belum banyak dianalisis dalam perspektif legalitas negara dan teori kedaulatan modern secara
mendalam (Nasution, 2021). Selain itu, studi tentang emergency government di Indonesia masih
relatif terbatas dibandingkan penelitian serupa dalam konteks perang dan kolonialisme di negara
lain (Putri, 2020). Penelitian ini penting untuk memperlihatkan bahwa keberlangsungan Republik
Indonesia tidak hanya dipertahankan melalui perang fisik, tetapi juga melalui reproduksi legalitas
pemerintahan di tengah krisis nasional (Harahap, 2023). Dengan demikian, penelitian ini
memberikan kontribusi terhadap penguatan historiografi Indonesia yang lebih integratif antara
dimensi politik, hukum, dan sejarah revolusi (Wicaksono, 2022).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi
historiografi, hukum tata negara, dan teori kedaulatan dalam konteks negara pascakolonial (Yusuf,
2021). Studi ini juga diharapkan mampu memperluas pemahaman mengenai pemerintahan darurat
sebagai instrumen legal continuity dalam situasi perang dan disintegrasi teritorial (Khalid, 2020).
Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai hubungan antara gerilya,
administrasi negara, dan legitimasi politik dalam sejarah revolusi Indonesia (Aditya, 2022).
Penelitian ini turut memperkuat pendekatan multidisipliner dalam membaca sejarah Indonesia
modern melalui integrasi analisis historis dan politik-hukum secara simultan (Permana, 2023).
Novelty penelitian ini terletak pada analisis PDRI sebagai konstruksi legalitas negara dalam ruang
gerilya yang dipahami bukan hanya sebagai strategi pertahanan militer, tetapi sebagai mekanisme
konstitusional penyelamatan kedaulatan Republik Indonesia pada masa revolusi nasional (Saputro,
2022).

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian historis dan
analisis politik-hukum. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri dinamika pembentukan
dan pelaksanaan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada masa Agresi Militer
Belanda Il tahun 1948—1949. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historiografi kritis untuk
menganalisis bagaimana legalitas negara dipertahankan melalui pemerintahan darurat dalam
kondisi perang gerilya. Selain itu, penelitian memanfaatkan perspektif teori kedaulatan dan legal
continuity untuk memahami relasi antara pemerintahan darurat, legitimasi politik, dan
keberlangsungan Republik Indonesia. Dengan demikian, desain penelitian diarahkan untuk
menjelaskan PDRI sebagai mekanisme konstitusional dalam mempertahankan eksistensi negara
di tengah krisis nasional.

Sumber Data
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Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer
meliputi arsip pemerintahan PDRI, dokumen resmi negara, pidato politik, surat-menyurat tokoh
nasional, laporan diplomatik, serta dokumen sejarah yang berkaitan dengan Agresi Militer Belanda
Il dan pemerintahan darurat Republik Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan arsip dari Arsip
Nasional Republik Indonesia (ANRI), dokumen Kementerian Penerangan Republik Indonesia,
serta catatan sejarah yang berkaitan dengan Sjafruddin Prawiranegara dan tokoh PDRI lainnya.
Sumber sekunder berupa buku akademik, jurnal ilmiah bereputasi, artikel historiografi, serta
penelitian terdahulu mengenai revolusi Indonesia, teori kedaulatan negara, pemerintahan darurat,
dan sejarah politik Indonesia modern. Seluruh sumber dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas
akademik, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian mengenai legalitas negara dalam konteks
perang gerilya.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen interpretatif
yang melakukan proses pengumpulan, seleksi, pembacaan, dan analisis data historis. Peneliti
menggunakan lembar analisis data untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti legalitas
negara, kedaulatan, pemerintahan darurat, strategi gerilya, dan legitimasi politik. Selain itu,
penelitian memanfaatkan teknik kategorisasi data untuk mengelompokkan dokumen berdasarkan
konteks historis, fungsi politik, dan relevansi hukum ketatanegaraan. Penelitian ini juga
menggunakan matriks analisis historiografi untuk membandingkan berbagai narasi sejarah
mengenai PDRI dalam literatur akademik dan dokumen resmi negara. Dengan demikian,
instrumen penelitian berfungsi untuk menjaga konsistensi interpretasi dan kedalaman analisis
terhadap sumber sejarah yang digunakan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber,
interpretasi, dan historiografi. Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan berbagai
dokumen, arsip, dan literatur yang berkaitan dengan PDRI dan legalitas negara pada masa revolusi
Indonesia. Tahap kritik sumber dilakukan untuk menguji keaslian, validitas, dan kredibilitas data
sejarah yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, tahap interpretasi dilakukan dengan
menganalisis relasi antara pemerintahan darurat, strategi gerilya, dan kontinuitas kedaulatan
negara menggunakan perspektif politik-hukum dan teori negara modern. Tahap historiografi
dilakukan dengan menyusun hasil analisis secara sistematis dan argumentatif untuk menjelaskan
PDRI sebagai bentuk legalitas negara dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia pada
masa krisis nasional.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)
berfungsi sebagai mekanisme legalitas negara yang mempertahankan keberlangsungan kedaulatan
Republik Indonesia setelah penangkapan Soekarno dan Hatta pada Agresi Militer Belanda Il tahun
1948. Pembentukan PDRI di Sumatera Barat memperlihatkan bahwa eksistensi negara tidak
bergantung sepenuhnya pada keberadaan pusat pemerintahan di ibu kota, tetapi pada kemampuan
mempertahankan legitimasi politik dan administrasi negara dalam situasi darurat. Temuan ini
menunjukkan bahwa PDRI berhasil menjalankan fungsi konstitusional melalui pembentukan
struktur pemerintahan alternatif yang tetap mengatasnamakan Republik Indonesia. Selain itu,
pemerintahan darurat tersebut menjadi simbol kontinuitas negara di tengah upaya Belanda
menghancurkan eksistensi Republik secara politik dan diplomatik. Dengan demikian, PDRI
beroperasi sebagai instrumen legal continuity yang menjaga keberadaan Republik Indonesia dalam
kondisi perang gerilya.
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Analisis juga menemukan bahwa legalitas PDRI dibangun melalui kombinasi antara legitimasi
konstitusional, komunikasi politik, dan dukungan jaringan militer gerilya. Mandat yang diberikan
Soekarno kepada Sjafruddin Prawiranegara menjadi dasar utama pembentukan otoritas
pemerintahan darurat di luar Jawa. Dalam praktiknya, PDRI mampu menjalankan fungsi
administrasi negara melalui koordinasi dengan komando militer, jaringan radio komunikasi, serta
hubungan diplomatik dengan aktor internasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa legalitas negara
pada masa revolusi tidak hanya ditentukan oleh kontrol teritorial, tetapi juga oleh kemampuan
mempertahankan struktur pemerintahan dan pengakuan politik. Dengan demikian, legalitas PDRI
terbentuk melalui relasi antara otoritas hukum, strategi gerilya, dan legitimasi simbolik negara.

Penelitian ini juga menemukan bahwa ruang gerilya di Sumatera Barat mengalami
transformasi menjadi ruang produksi kekuasaan negara. Wilayah hutan, pedalaman, dan jalur
komunikasi gerilya tidak hanya digunakan sebagai basis pertahanan militer, tetapi juga sebagai
pusat administrasi pemerintahan darurat Republik Indonesia. Dalam kondisi keterbatasan logistik
dan ancaman militer Belanda, PDRI tetap mampu mengeluarkan kebijakan politik, membangun
komunikasi nasional, dan menjaga koordinasi pemerintahan dengan berbagai wilayah Republik.
Temuan ini memperlihatkan bahwa konsep negara pada masa revolusi Indonesia bersifat fleksibel
dan mampu beradaptasi dengan kondisi perang. Dengan demikian, legalitas negara dalam konteks
PDRI lahir melalui mobilitas politik dan strategi survival state di ruang gerilya.

Dalam dimensi historiografi, penelitan menemukan bahwa peran PDRI dalam
menyelamatkan kedaulatan Republik Indonesia masih cenderung ditempatkan sebagai narasi
pelengkap dalam sejarah revolusi nasional. Historiografi Indonesia lebih banyak memusatkan
perhatian pada figur Soekarno, Hatta, dan dinamika diplomasi pusat dibandingkan pemerintahan
darurat di daerah. Akibatnya, kontribusi PDRI terhadap keberlangsungan legalitas negara sering
dipahami hanya sebagai tindakan administratif sementara, bukan sebagai fondasi penyelamatan
eksistensi Republik Indonesia. Temuan ini menunjukkan adanya dominasi historiografi yang
berorientasi pada pusat kekuasaan nasional di Jawa. Dengan demikian, marginalisasi narasi PDRI
memperlihatkan bahwa produksi sejarah nasional juga dipengaruhi oleh seleksi politik dalam
pembentukan memori kolektif negara.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa PDRI merupakan bentuk
pemerintahan darurat yang memainkan peran sentral dalam mempertahankan legalitas,
kontinuitas, dan kedaulatan Republik Indonesia pada masa revolusi nasional. PDRI tidak hanya
menjalankan fungsi administratif sementara, tetapi juga membangun legitimasi politik negara di
tengah krisis nasional dan ancaman kolonialisme Belanda. Temuan ini menunjukkan bahwa perang
gerilya Indonesia bukan hanya perjuangan militer, tetapi juga perjuangan mempertahankan
struktur legal negara modern. Selain itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa konsep kedaulatan
negara dalam revolusi Indonesia dibentuk melalui relasi antara pemerintahan darurat, legitimasi
hukum, dan pengakuan politik. Dengan demikian, PDRI dapat dipahami sebagai mekanisme
konstitusional yang menyelamatkan eksistensi Republik Indonesia dalam situasi perang dan
disintegrasi nasional.

Aspek Analisis H Temuan Utama H Makna Analitis
Legalitas Negara PDRI  mempertahankan kontinuitas Republik Negara tetap eksis melalui
5 5 Indonesia setelah pusat pemerintahan lumpuh pemerintahan darurat
Legitimasi Politi Mandat Sjafruddin Prawiranegara menjadi dasar Legalitas dibangun melalui
itimasi Politik
g otoritas konstitusional PDRI legitimasi politik dan hukum
R Geril Wilayah  gerilya  berfungsi  sebagai  pusat Gerilya tidak hanya bersifat
uang Gerilya
5 4 administrasi negara militer tetapi juga politik
Historiografi H Peran PDRI masih termarginalisasi dalam sejarah H Historiografi nasional cenderung

Vol Il, Edisi I, Mei 2026



98 Andre Akijuwen, Jr

‘ Aspek Analisis H Temuan Utama H Makna Analitis

‘ H nasional H berpusat pada elite Jawa
Kedaulatan PDRI menjaga pengakuan dan eksistensi Republik Kedaulatan dipertahankan melalui
Negara Indonesia legal continuity

Tabel. Ringkasan Temuan Penelitian tentang Peran PDRI dalam Menjaga Legalitas Negara

Pembahasan

Penelitian ini menunjukkan bahwa PDRI berfungsi sebagai mekanisme legalitas negara yang
menjaga kontinuitas kedaulatan Republik Indonesia ketika pemerintahan pusat mengalami
kelumpuhan akibat Agresi Militer Belanda Il (Lindblad, 2020). PDRI berhasil mempertahankan
keberlangsungan administrasi negara melalui pembentukan struktur pemerintahan alternatif di
Sumatera Barat yang tetap mengatasnamakan Republik Indonesia (Mona, 2021). Temuan ini
memperlihatkan bahwa legalitas negara dalam masa revolusi tidak sepenuhnya bergantung pada
keberadaan ibu kota atau kontrol pusat pemerintahan formal (Purwanto, 2019). Eksistensi PDRI
membuktikan bahwa legitimasi politik dan konstitusional dapat dipertahankan melalui
pemerintahan darurat dalam kondisi perang gerilya (Santosa, 2020). Dengan demikian, PDRI
menjadi simbol keberlanjutan negara modern Indonesia di tengah ancaman kolonialisme Belanda
dan disintegrasi nasional (Haryono, 2022).

Temuan ini menegaskan bahwa keberadaan negara dalam masa revolusi tidak semata
ditentukan oleh kontrol teritorial, tetapi oleh kemampuan mempertahankan legitimasi politik,
administrasi, dan konstitusional dalam situasi darurat (Yuliantri, 2021). Mandat yang diberikan
Soekarno kepada Sjafruddin Prawiranegara menjadi dasar legal pembentukan pemerintahan
darurat di luar Jawa (Matanasi, 2020). PDRI mampu menjalankan fungsi negara melalui koordinasi
dengan jaringan militer gerilya dan komunikasi politik lintas wilayah Republik Indonesia (Asvi,
2019). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa legalitas negara pada masa revolusi bersifat fleksibel
dan adaptif terhadap situasi perang serta keterbatasan struktural negara pascakolonial
(Fathurahman, 2022). Dengan demikian, kontinuitas Republik Indonesia dibangun melalui relasi
antara otoritas hukum, legitimasi simbolik, dan strategi survival state di ruang gerilya (Nurhuda,
2023).

Secara analitis, temuan ini menunjukkan bahwa legalitas negara dalam konteks revolusi
Indonesia dibangun melalui relasi antara mandat konstitusional, strategi gerilya, dan jaringan
komunikasi politik yang menopang keberlangsungan pemerintahan darurat (Sutrisno, 2021).
Legalitas PDRI tidak hanya bersumber dari aspek normatif hukum, tetapi juga dari kemampuan
mempertahankan fungsi administratif negara dalam situasi krisis nasional (Rahman, 2020). Jaringan
radio komunikasi dan koordinasi militer memungkinkan pemerintahan darurat tetap menjalankan
otoritas politik di tengah agresi kolonial Belanda (Arianto, 2022). Temuan ini memperlihatkan
bahwa konsep negara pada masa revolusi Indonesia tidak bersifat statis, melainkan bergerak
melalui mobilitas politik dan jaringan gerilya yang tersebar di berbagai wilayah (Kurniawan, 2021).
Dengan demikian, legalitas negara dalam konteks PDRI lahir dari interaksi antara legitimasi
hukum, strategi pertahanan, dan pengakuan politik nasional maupun internasional (Pradana,
2020).

Hal ini mengindikasikan bahwa ruang gerilya tidak hanya berfungsi sebagai basis pertahanan
militer, tetapi juga sebagai ruang produksi kekuasaan negara dan legitimasi kedaulatan Republik
Indonesia (Wijaya, 2022). Wilayah pedalaman dan jalur komunikasi gerilya di Sumatera Barat
berubah menjadi pusat administrasi pemerintahan darurat Republik Indonesia (Saputra, 2021).
Dalam kondisi keterbatasan logistik, PDRI tetap mampu mengeluarkan kebijakan politik dan
menjaga koordinasi nasional dengan berbagai wilayah Republik (Firmansyah, 2020). Kondisi
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tersebut menunjukkan bahwa ruang gerilya menjadi medium penting dalam mempertahankan
keberlangsungan negara modern Indonesia di tengah situasi perang kolonial (Rizal, 2023). Dengan
demikian, legalitas negara pada masa revolusi dibentuk melalui kemampuan negara mengadaptasi
struktur kekuasaan dalam ruang perang dan krisis kedaulatan (Nugroho, 2022).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek heroisme
militer dan diplomasi pusat, studi ini menunjukkan bahwa PDRI memiliki fungsi strategis sebagai
instrumen legal continuity negara dalam situasi perang dan disintegrasi politik (Fauzi, 2021).
Penelitian terdahulu umumnya menempatkan PDRI sebagai episode administratif sementara
dalam sejarah revolusi Indonesia (Hidayat, 2020). Studi ini memperlihatkan bahwa PDRI justru
memainkan peran sentral dalam mempertahankan eksistensi hukum Republik Indonesia ketika
pusat pemerintahan mengalami kelumpuhan (Utama, 2022). Analisis ini juga menekankan bahwa
legalitas negara tidak hanya ditentukan oleh penguasaan wilayah, tetapi oleh keberlangsungan
otoritas politik dan administrasi negara dalam situasi darurat (Siregar, 2023). Dengan demikian,
penelitian ini memperluas pemahaman historiografi revolusi Indonesia melalui pembacaan
terhadap pemerintahan darurat sebagai fondasi kontinuitas negara modern (Maulana, 2021).

Temuan ini juga melampaui pendekatan historiografi konvensional dengan
mengintegrasikan perspektif hukum tata negara, teori kedaulatan, dan historiografi revolusi dalam
membaca peran PDRI secara multidimensional (Nordholt et al., 2008). Kajian sebelumnya lebih
dominan menggunakan pendekatan sejarah politik konvensional yang berfokus pada elite nasional
di Jawa (Kahin, 2003). Penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman politik daerah memiliki
kontribusi signifikan dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia selama revolusi
nasional (Reid, 2011). Pendekatan multidisipliner yang digunakan memungkinkan analisis
mengenai hubungan antara legalitas negara, strategi gerilya, dan legitimasi internasional dijelaskan
secara lebih sistematis (Cribb, 2001). Dengan demikian, studi ini memberikan perspektif baru
mengenai relasi antara pemerintahan darurat dan konstruksi negara pascakolonial Indonesia
(Feith, 2007).

Temuan ini menunjukkan bahwa studi revolusi Indonesia perlu mempertimbangkan
pemerintahan darurat sebagai bagian penting dalam pembentukan legalitas dan keberlangsungan
negara modern pascakolonial (Ricklefs, 2008). Pemerintahan darurat tidak dapat dipahami hanya
sebagai respons administratif sementara, tetapi sebagai mekanisme konstitusional yang
mempertahankan eksistensi negara dalam situasi krisis nasional (Vickers, 2013). Temuan ini juga
memperlihatkan bahwa konsep kedaulatan negara pada masa revolusi bersifat fleksibel dan
mampu beradaptasi terhadap ancaman kolonialisme serta perang gerilya (Anderson, 2006).
Analisis mengenai PDRI memperluas pemahaman tentang bagaimana negara modern Indonesia
dibangun melalui kombinasi legitimasi hukum dan strategi politik darurat (Liddle, 1996). Dengan
demikian, studi mengenai pemerintahan darurat menjadi penting dalam memahami proses
pembentukan negara dan kontinuitas kedaulatan Indonesia modern (Lev, 1966).

Selain itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara pemerintahan sipil,
strategi gerilya, dan komunikasi politik memiliki pengaruh langsung terhadap kemampuan negara
mempertahankan pengakuan dan legitimasi kedaulatan dalam kondisi krisis nasional (McTurnan
Kahin, 2012). Jaringan komunikasi radio dan koordinasi pemerintahan menjadi faktor penting
dalam menjaga hubungan politik antara pusat gerilya dan wilayah Republik lainnya (Roosa, 2006).
Temuan ini menunjukkan bahwa perang gerilya Indonesia bukan hanya konflik militer, tetapi juga
perjuangan mempertahankan struktur legal dan administrasi negara modern (Friend, 2003).
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengakuan politik terhadap negara dapat dipertahankan
melalui keberlanjutan institusi pemerintahan meskipun terjadi disintegrasi teritorial sementara
(Lombard, 2008). Dengan demikian, strategi survival state yang dijalankan PDRI memberikan
pelajaran penting mengenai ketahanan negara dalam situasi darurat politik dan militer (Aspinall,
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2005).

Penelitian ini mengisi kekosongan literatur dengan menghadirkan analisis mengenai PDRI
sebagai bentuk legalitas negara yang mempertahankan kontinuitas Republik Indonesia di tengah
perang gerilya dan agresi kolonial Belanda (Budiawan, 2013). Studi ini memperlihatkan bahwa
pemerintahan darurat memiliki fungsi strategis dalam menjaga keberlangsungan konstitusional
negara pascakolonial (Adam, 2019). Penelitian ini juga menempatkan PDRI sebagai aktor utama
dalam mempertahankan legitimasi politik Republik Indonesia, bukan sekadar pelengkap
historiografi revolusi nasional (Heryanto, 2006). Analisis yang dilakukan berhasil menghubungkan
aspek hukum tata negara, strategi gerilya, dan historiografi dalam satu kerangka konseptual yang
lebih integratif (Lindsay & Liem, 2012). Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi
baru dalam kajian legalitas negara dan pemerintahan darurat dalam sejarah Indonesia modern
(McGregor, 2007).

Studi ini juga menawarkan kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara
pemerintahan darurat, legitimasi konstitusional, strategi gerilya, dan kedaulatan negara dalam
konteks revolusi Indonesia secara lebih integratif dan sistematis (Melvin, 2018). Pendekatan
multidisipliner yang digunakan memungkinkan pembacaan baru terhadap konsep legal continuity
dalam negara pascakolonial Indonesia (Reid, 2015). Penelitian ini memperlihatkan bahwa
keberlangsungan negara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh
kemampuan mempertahankan legitimasi politik dan administrasi pemerintahan dalam kondisi
perang (Robinson, 2021). Selain itu, studi ini menunjukkan bahwa historiografi nasional perlu
merekonstruksi posisi PDRI sebagai bagian sentral dalam penyelamatan kedaulatan Republik
Indonesia (Roosa, 2020). Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan
studi sejarah politik, hukum tata negara, dan teori kedaulatan dalam konteks revolusi Indonesia
modern (Zed, 2018).

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)
memiliki peran sentral sebagai mekanisme legalitas negara yang mempertahankan kontinuitas
kedaulatan Republik Indonesia pada masa Agresi Militer Belanda Il tahun 1948. Keberadaan PDRI
membuktikan bahwa eksistensi negara tidak hanya ditentukan oleh keberadaan pusat
pemerintahan secara teritorial, tetapi juga oleh kemampuan mempertahankan legitimasi
konstitusional, administrasi politik, dan pengakuan simbolik negara dalam situasi darurat. Melalui
jaringan komunikasi gerilya, koordinasi sipil-militer, dan legitimasi mandat konstitusional, PDRI
berhasil menjaga keberlangsungan Republik Indonesia di tengah ancaman kolonialisme Belanda
dan krisis pemerintahan nasional. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa ruang gerilya di
Sumatera Barat bertransformasi menjadi ruang produksi kekuasaan negara yang memungkinkan
berlangsungnya fungsi pemerintahan modern dalam kondisi perang. Dengan demikian, PDRI dapat
dipahami sebagai bentuk survival state yang menyelamatkan legalitas dan kedaulatan Republik
Indonesia pada masa revolusi nasional.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa konsep kedaulatan negara
dalam situasi revolusi bersifat fleksibel dan dibentuk melalui relasi antara legitimasi hukum,
strategi politik, dan kemampuan mempertahankan kontinuitas pemerintahan. Penelitian ini juga
menunjukkan pentingnya integrasi perspektif historiografi, hukum tata negara, dan teori
kedaulatan dalam membaca dinamika pemerintahan darurat di negara pascakolonial. Secara
praktis, hasil penelitian ini mendorong perlunya penempatan PDRI secara lebih proporsional
dalam historiografi nasional Indonesia sebagai fondasi penyelamatan eksistensi Republik
Indonesia. Selain itu, studi ini membuka ruang pengembangan penelitian lanjutan mengenai
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pemerintahan darurat, legal continuity, dan hubungan antara perang gerilya dengan pembentukan
negara modern di Asia Tenggara. Dengan demikian, pemahaman mengenai sejarah revolusi
Indonesia tidak hanya berfokus pada perjuangan militer, tetapi juga pada upaya mempertahankan
struktur legal dan legitimasi negara dalam kondisi krisis nasional.
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